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PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:
Pemohon, NIK 350410000000000002, tempat dan tanggal lahir
Tulungagung, 28 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan
TKW ( Tenaga Kerja Wanita ), pendidikan terakhir SD,
tempat kediaman di Alamat : Kabupaten Ponorogo, Jawa
Timur; Alamat sekarang : Jalan Riang 2 No 46 Taman
Gembira, Johor Bharu, Malaysia, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Suryo Alam, S.H., M.H,
advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan
Sutonegoro Nomor 30, RT.003, RW.001, Desa
Nongkodono, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor
266/267/Kuasa/02/2024 tanggal 07 Februari 2024,
sebagai Pemohon;
melawan
Termohon, NIK 35000000000003, tempat dan tanggal lahir Ponorogo,
12 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
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Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat
permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal hari itu
juga, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap
Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman
Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 0301/046/X/2019 pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 M;

2. Bahwa status perkawinan Pemohon Duda dan Termohon Janda;

3. Bahwa Pemohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua
Termohon hingga sekarang dan Pemohon sejak 2022 pergi ke Papua dan
Malaysia hingga sekarang atas izin Termohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup bersama
sebagaimana suami istri dengan harmonis dan hingga saat
belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2023 Pemohon dan Termohon
sering terjadi percekcokan mulut dikarenakan perbedaan pendapat dalam
rumah tangga dan faktor ekonomi sehingga memicu terjadinya percekcokan
mulut tersebut Termohon selalu menuntut lebih untuk kebutuhan dirinya
sendiri;

6. Bahwa  permasalahan timbul dihati Pemohon semenjak akhir
pertengahan 2023 tersebut Termohon tidak pernah mau menerima hasil
kerja Pemohon yang pekerjaannya sebagai pekerja buruh sawit;

7. Bahwa Termohon sejak bulan September 2023 sudah tidak bisa
dihubungi nomor teleponnya dan selalu berganti-ganti nomor apabila
ditanya melalu media sosial yang lain selalu marah dan mempersilahkan
Pemohon untuk mengurus Permohonan Cerai Talak ini.

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mediasi melalui keluarga besar

akan tetapi Termohon tidak mau untuk bersatu kembali dalam rumah
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tangga dengan Pemohon dan Termohon menyerahkan perkara ini kepada
Pemohon untuk segera mengurus perceraian tersebut.
9. Bahwa karena keadaan dan situasi dalam rumah tangga tersebut,
Pemohon mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup
melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, rumah tangganya telah retak
sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi bisa diharapkan keutuhannya,
dan karenanya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke
Pengadilan Agama Ponorogo;
Atas dasar hal yang terurai di atas, maka Pemohon sudah tidak dapat lagi
mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, agar berkenan
memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:
Primair :
1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
Roj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Ponorogo.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.
Subsidair :
Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain, Mohon putusan yang
seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Suryo Alam,
S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di JI. Sutonegoro No. 30
RT. 03 RW. 01 Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo
Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024, dan
telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register
surat kuasa khusus Nomor 266/267/Kuasa/02/2024 tanggal 07 Februari 2024,
setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat
kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang
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menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil
secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan
oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam
perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap
persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun
kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Pemohon)
NIK. 3504192808770002 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo,
Propinsi Jawa Timur, tanggal 14-04-2021 Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0301/046/X/2019 atas nhama Pemohon
(Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Kauman
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 26 Oktober 2019 .
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi

masing masing sebagai berikut:
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1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Kabupaten Ponorogo. Di hadapan persidangan memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
pada tanggal 26 Oktober 2019 dan dalam pernikahannya belum
dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun
dan tinggal bersama rumah orang tua Termohon hingga sekarang dan
Pemohon sejak 2022 pergi ke Papua dan Malaysia hingga sekarang atas
izin Termohon dari awal menikah sampai terakhir bulan September 2023
kemudian berpisah;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023, keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan
pertengkaran karena faktor ekonomi sehingga memicu terjadinya
percekcokan mulut tersebut Termohon selalu menuntut lebih untuk
kebutuhan dirinya sendiri;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan September 2023
Termohon Pulang kerumah orang tuanya sehingga mengakibatkan
Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat
tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak pernah menjalin  hubungan dan sudah
meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda
rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah

tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
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2. Saksi Il, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
pada tanggal 26 Oktober 2019 dan dalam pernikahannya belum
dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun
dan tinggal bersama rumah orang tua Termohon hingga sekarang dan
Pemohon sejak 2022 pergi ke Papua dan Malaysia hingga sekarang atas
izin Termohon dari awal menikah sampai terakhir bulan September 2023
kemudian berpisah;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023, keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan
pertengkaran karena faktor ekonomi sehingga memicu terjadinya
percekcokan mulut tersebut Termohon selalu menuntut lebih untuk
kebutuhan dirinya sendiri;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan September 2023
Termohon Pulang kerumah orang tuanya sehingga mengakibatkan
Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat
tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak pernah menjalin  hubungan dan sudah
meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda
rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah

tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
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Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan
kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah hadir ke persidangan
serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah
dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan
diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai
dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959
tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon
memiliki legal standing mendampingi/mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
dengan berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan
niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah
mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan
undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun
2009, junto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah
mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan
undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun

2009, junto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;
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Menimbang bahwa berdasarkan identitas Pemohon (vide P.1) Pemohon
adalah orang yang tercatat sebagai penduduk kabupaten Ponorogo, sehingga
sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 49 huruf (a) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk
wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 26 Oktober 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak
pernah putus hingga saat ini (vide P.2), dengan demikian Pemohon
mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil
secara patut dan sah, tidak pernah hadir di persidangan sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka
sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya
Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis
Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati
Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir
dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil’kuasanya yang sah dan tidak
ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah
menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan
perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai
dengan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang
tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 1l hal. 405 yang kemudian diambil

alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim,
dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah
tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon
pada posita permohonan Pemohon di atas, dan pada puncaknya antara
Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak
bulan September 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 6 bulan dan selama
pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi
layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di
persidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai
dengan azas yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai
Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit
perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas
suami maupun bekas istri serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan
besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam
perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil
permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran
dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya
dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2. serta bukti
kesaksian 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan
keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan keterangan saksi-saksi Pemohon
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mengenai fakta yang dilihat/didengar sendiri dialami sendiri dan relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Pemohon yang dikuatkan
dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan,
maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang
menikah pada tanggal 26 Oktober 2019, sudah melakukan hubungan suami
isteri (ba’da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan
tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hingga sekarang dan
Pemohon sejak 2022 pergi ke Papua dan Malaysia hingga sekarang atas
izin Termohon dari awal menikah sampai terakhir bulan September 2023
kemudian berpisah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan
rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi sehingga memicu
terjadinya percekcokan mulut tersebut Termohon selalu menuntut lebih untuk
kebutuhan dirinya sendiri;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama
6 bulan;

- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;

- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-
sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Pemohon;

- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk
rukun lagi dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar

Pemohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di
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hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo, akan dipertimbangkan sebagai
berikut;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan
tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh
Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak
harmonisan dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon
telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, dengan tidak adanya
komunikasi, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan secara terus
menerus;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage)
dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah
dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal
19 huruf (f);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di

dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan
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rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau
kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam
Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalag yang diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan
“Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak
harmonis an tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami
isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti
menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan,
hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan
semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga
Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang
sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi
kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian
adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya
terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana
psetunjuk Syar'i di dalam Kitab Al-Fighiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII
halaman 527 yang berbunyi :

sl s ¥ vy el leio jall o Gladd) g aill
M g louxz duzg il
Maksudnya : “Perceraian, didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam
atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya
persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan
perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana’.
Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman
Allah dalam Al Qur'an surat Al Bagarah ayat 229 yang berbunyi:
Olwzbl gy gl g nas Jlusold Yl e Ml
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Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih
dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa
diperbaliki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)” ;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan
perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3
Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang
nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam
suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup
alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50
tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta
segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Ponorogo;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo pada hari hari Selasa tanggal 27 Februari 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. H.M.
Yazid Al Fahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan
Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu
oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota | Ketua Majelis,
ttd ttd
Drs. H. Maksum, M.Hum. Drs. H.M. Yazid Al Fahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota Il
ttd

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.
Perincian biaya Perkara:

1. PNBP
a. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
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b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp.
20.000,00

dan Termohon

C. Redaksi : Rp. 10.000,00
2 Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp.  510.000,00
4 Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000.,00
Jumlah :Rp 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
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